DA Coehe PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
A o INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Raya Pajajaran Nomor 5 Kota Bogor 16143
Telepon (0251) 8318274 / Faksimile (0251) 8373229
Situs Web : inspektorat.kotabogor.go.id
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KEPUTUSAN INSPEKTUR
NOMOR : 700 .45-19 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBERLAKUAN STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH
INDONESIA), PEDOMAN PERILAKU AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA
DAN PEDOMAN TELAAH SEJAWAT DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH
KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR DAERAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik,
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab
diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) yang berkualitas;

b. bahwa dalam rangka mempertahankan independensi dan
kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah diperlukan
program penjaminan dan pengembangan mutu;

c. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan yang
berkualitas diperlukan standar mutu dan perilaku auditor dalam
melaksanakan tugas fungsinya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, b dan ¢ perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang
Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia), Pedoman Perilaku
Auditor Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaah
Sejawat

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
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Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesa Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2014
Nomor 292);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
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Peraturan Pemerintan Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah. sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas
Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara
Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pemeriksaan Reguler di Lingkungan Departemen
Dalam Negeri;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara
Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman
Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan lkhtisar Laporan Hasil Pengawasan
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman
Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 638);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 615);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18
Tahun 2015 tentang Standar Audit Manajemen Kepegawaian
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 353);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor
Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 66 Tahun 2012 tentang Kode
Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di
Lingkungan Inspektorat Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor
Tahun 2012 Nomor 21 Seri E);

Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kode
Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah
Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 4
Seri E);

Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor
(Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 27 Tahun 2016
Seri E);

Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat (Berita Daerah
Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 10 Seri E);

Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 26 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Daerah
Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 22 Seri E);

Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 27 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan
(Whistle Blowing System) (Berita Daerah Kota Bogor Tahun
2019 Nomor 23 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020
Nomor 1 Seri D);

Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 135 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020
Nomor 3 Seri D);

Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 154 Tahun 2020 tentang
Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural
dan Fungsional di Lingkungan Inspektorat Daerah (Berita
Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 6 Seri D);



Memperhatikan :

Menetapkan:

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI); Pedoman
Telaah Sejawat (AAIPI); Pedoman Perilaku Auditor Intern
Pemerintah Indonesia (AAIPI);

MEMUTUSKAN:

Standar Audit Internal Inspektorat Daerah Kota Bogor mengacu pada
Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang dikeluarkan
oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI);

Perilaku Auditor Inspektorat Daerah Kota Bogor mengacu pada
Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang
dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia
(AAIPI);

Telaah Sejawat Inspektorat Daerah Kota Bogor mengacu pada
Pedoman Telaah Sejawat yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor
Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI);

Auditor Inspektorat Kota Bogor dalam melaksanakan audit sesuai
mandat audit wajib mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah
Indonesia (SAIPI) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU;

Perilaku Auditor Inspektorat Kota Bogor dalam melaksanakan audit
sesuai mandat audit wajib mengacu pada Standar Pedoman Perilaku
Auditor Intern Pemerintah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
diktum KEDUA:;

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Bogor dalam
melaksanakan telaah sejawat wajib mengacu pada Pedoman Telaah
Sejawat sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal : 3| Desember 2020

g

Utafha Muda /IV-c

NIP 19700715 199009 1 002
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